
JAKARTA (KR) - Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) telah menerbitkan 661

sanksi serta empat surat keputusan cabut

izin usaha (CIU) terhadap penyelenggara

fintech P2P lending atau pinjaman online

(pinjol) atau pinjaman daring (pindar) sela-

ma tahun 2024.

Pencabutan izin usaha terhadap empat

pinjol/pindar tersebut terdiri dua penye-

lenggara dikarenakan sanksi administratif,

sedangkan dua penyelenggara lainnya

mengajukan permohonan pengembalian

izin usaha.

"OJK melakukan penegakan hukum

(law enforcement) berupa pencabutan izin

usaha terhadap TaniFund dan Investree

dikarenakan kedua pindar tersebut tidak

memenuhi ketentuan ekuitas minimum

dan tidak melaksanakan rekomendasi

pengawasan OJK," kata Plt Kepala

Departemen Literasi, Inklusi Keuangan

dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi di

Jakarta, Senin (3/2).

Pascapencabutan izin usaha, Tim

Likuidasi PT Tani Fund Madani

Indonesia telah mengumumkan pem-

bubaran perseroan melalui beberapa

surat kabar pada 1 Agustus 2024 serta

diumumkan melalui Berita Negara

Republik Indonesia (BNRI) Nomor 062

tanggal 02 Agustus 2024.

Sejak pencabutan izin usaha sampai 31

Desember 2024, OJK menerima tujuh pen-

gaduan terkait TaniFund. Saat ini, jelas

OJK, telah terbentuk Tim Likuidasi

TaniFund sehingga masyarakat yang akan

menyelesaikan hak dan kewajibannya da-

pat menghubungi Tim Likuidasi TaniFund

sebagaimana informasi yang tersedia di si-

tus resmi TaniFund. (Ant)-d
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OJK TINDAK USAHA PINJOL

Beri 661 Sanksi, Cabut 4 Izin

ATUR HPP GABAH RP 6.500

Presiden Prabowo Terbitkan PP 

Bagi Presiden, petani se-

bagai produsen utama pa-

ngan harus sejahtera.

Dengan demikian, ketentu-

an HPPgabah Rp 6.500 mu-

tlak dipatuhi seluruh pihak.

"Harga gabah kering pa-

nen yang dibeli dari petani

adalah Rp 6.500. Saya siap

keluarkan PP. Saya tidak

main-main. Ini adalah ma-

salah kebangsaan. Pengu-

saha harus untung, tetapi ti-

dak bisa untung seenaknya.

Semua pihak harus me-

nang. Produsen, petani,

pengusaha dan konsumen,"

ucap Presiden Prabowo saat

memberikan pengarahan di

Kantor Kementerian Perta-

nian Jakarta, Senin (3/2).

Presiden kemudian mene-

kankan Indonesia tidak

akan sembarangan meng-

gunakan prinsip pasar be-

bas. Prabowo melanjutkan,

negara lain ada yang mam-

pu menjalankan ketentuan

itu, sehingga Indonesia pun

harus bisa menjadikan

petani sejahtera dan mewu-

judkan swasembada pa-

ngan. "Prinsip pasar iya,

tetapi tidak boleh seenak-

nya," kata Presiden.

Presiden Prabowo datang

mendadak ke Kantor

Kementerian Pertanian un-

tuk mendengar langsung la-

poran pelaksanaan program

swasembada pangan. Men-

teri Pertanian Andi Amran

Sulaiman melaporkan bebe-

rapa kemajuan pelak-

sanaan program, termasuk

produksi padi yang mening-

kat dalam kurun waktu 3

bulan terakhir. Kenaikan

produksi padi itu, menurut

Amran, tertinggi jika diban-

dingkan dengan periode 3

tahun terakhir.

Selepas mendengar lapor-

an Menteri Pertanian, Pre-

siden menekankan pangan

merupakan masalah kedau-

latan dan kemerdekaan se-

buah bangsa. "Kalau kita

mau jadi negara maju, pa-

ngan harus aman. Saya

minta semua pihak untuk

dengan hati tulus, dengan

cinta yang tulus, dengan cin-

ta tanah air, dengan cinta

Merah Putih, dengan patrio-

tisme yang tinggi setia kepa-

da tujuan ini," kata Presiden

Prabowo saat memberikan

pengarahan. (Ant)-d

JAKARTA (KR) - Presiden Prabowo
Subianto siap menerbitkan peraturan pe-
merintah (PP) untuk mengatur harga pem-
belian pemerintah (HPP) gabah kering pa-
nen (GKP) Rp 6.500, sehingga tidak ada lagi
pengusaha penggilingan padi yang membeli
gabah petani di bawah harga tersebut.


